WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALANGEKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah dalam
pelaksanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang
berkesinambungan serta menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara  perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan
Pemerintah Daerah setiap tahun, maka wajib
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayvat
{2} Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Pembangunan Nasional,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
gimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan
Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Rencana
Kenja Pemerintah Daerah Kota Palangka Rayva Tahun
2021;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang

——

Mengingat
Pembentukan Kotapradja Palangla Raya {l.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2753);
2. Undang-Undang WNomor 17 Tahun 2003 tentang
Keunangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 4286);



2=

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan MNusional (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia
Nomor 4421},

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keunangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomer 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 4438]);
Undang-Undang Nomaor 17 Tahun 2007
tentangRencana Pembangunan Jangka  Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran HNegara
Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4704Q);
Undang-Undang Nomor 12 Tahon 2011 tentang
Pembentulan Peraturan Perundang-Undangan
{l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 183, Tambahan Tembaran Negara Republik
indonesia Nomar 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63493];
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah bcherapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerzh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20153 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indeonesia Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4375},
Peraturan Pemerintalhh Nomor 2 Tahun 2012 {entang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomot 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelalsana Undang Undang Nomor 12 Tahun
2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalamn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentulan Proeduk Hukum Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036},
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 1120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Kepublik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Fvaluasi
Rancangan  Peraturan  Daerah  dan Rercana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubghan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemermtah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Momor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
tentang Pedoman  Penyusunan  Rencana  Kenja
Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita WNegara
Rerubiik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611];

Peraturan Menleri Dalam Neger: Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman DPenyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor };

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Kiasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Ferencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerab:
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman  Penyusunan  Kencana  Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021 ({Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 390);

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Kola Palangka Raya Tahun 2008-2028
(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009

Nomor b);
Peraturan Daerah Kota Palangka Rava Nomor 18

Tahun 2013 tentang Musyawarah Perencanann
Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Palangka Raya Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor &6 Tahun
2019 lenlang Pembeniukan dan Susunan Perangkat
Daecrah Kota Palangka Raya [Lembaran Daerall Kota
Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6};



Menetapkan -

24, Peraturan Daerah Kota Palangka Rayva Nomor 24
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 [Lembaran Daerah Kota
DNalangka Raya Tahun 2019 Nomor 24);

25. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Normor 2 Tahun
2019 tentang Rencana TPembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun
2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Palangka Rava Nomor 2];

26. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 63 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 63);

27. Peraturan Daerah Kola Palangka Rayva Nomor 21
Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah {Lembaran Daergh Kota Palangka Raya Tahun
2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KCOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2021,

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikola ini yang dimalksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penvelenggara Pemerintahan Daerah wyang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Palangka Rava.

4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi
Perangkat Daerah Kota Palangksa Rava.

3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan DPaerah, Penelitian dan Pengembangan
Kota Palangka Raya.

6. Rencana Keria Pemeriniah Daerah yang selanjuinya
disingkat RKPD adalabh Rencana Kerja Femerintah
Daerah Kota Palangka Rayva 2021,



BAB 11
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1] RKFD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 adalah
Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun yang digunakan secbagai pedoman dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021,

(2) EKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021
merupakan landasan dan pedoman operasional bagi
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya
dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan
Tahun Anggaran 2021,

(3) RKPD Kota Palangka Rayva Tahun Anggaran 2021
memuat Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan
yang waktu pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1
Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember
2021.

Fasal 3
RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021
merupakan dasar Perumusan Kebijakan Strategis
Pemerintah Kota Palangka Raya.

Pasal 4

Program dan kegiatan yang merupakan kehjakan
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang
dianggarkan setelah ditetapkannya RKPD Kota Palangka
Raya Tahun Anggaran 2021 dan belum tercantum dalam
RKFD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 menjadi
bagian yvang tidak terpisahkan dari RKPD Kota Palangka
Raya Tahun Anggran 2021,

Pasal 5
Bistcmatika RKPD Kota Palanghka Raya Tahun Anggaran
2021, adalah sebagai berikut :

BAB I . PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDIS] DAERAH

BABIII : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEUANGAN NAERAH

BAB 1V : BSASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

BAB V . RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DAERAH



EAR VI : KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAHM
DAERABR
BAE VI @ PENUTUP
Pasal 6

RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 dapat
diubah menjadi RKPD Perubahan Kota Palangka Rayva
Tahun Anggaran 2021 apabila terjadi hal-hal vang
disyaratkan oleh Aturan Perundang-Undangan vang

berlaku.
BAB TV
KETENTUAN PENUTUP
e e i Pasal 7
SRR bi\ |  EEPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2{21 beserta

matriknva sebagaimana tercantum dalam Lampiran
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Pasal 8
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tangaal
dinndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan

pengundangan  Peraturan  Walikota  ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Rava.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal :» 7iT o0 v
WALIKOTA PALANCKA RAYA,

N,
FAIRID NAPARIN

Diundangkan di MPalangka Kaya

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,
HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR 15



